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Wisono Mulyadi. 2017. E0013413. TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM 
PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA 
PACITAN). 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama 
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau 
menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua, akibat hukum yang timbul 
atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat 
deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan 
adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan 
Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi 
perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila 
bukti yang diajukan sudah cukup dan lengkap menurut Pengadilan, serta tidak ada 
hubungan kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk 
melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak 
permohonan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang 
berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk 
melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan 
dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah 
penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian 
Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. 
Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. 
Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada 
alas hak untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.  
 







Wisono Mulyadi. 2017. E0013413. OVEREVIEW JURIDICAL LEGAL 
CONSEQUENCE STIPULATION MARRIAGE DISPENSATION MINORS 
BY LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE (A CASE STUDY IN 
PACITAN RELIGION COURT). 
Legal writing (essay). Faculty of law Sebelas Maret University 
This research described and studied the following problems: firstly the 
Judge of Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing the 
application for marriage dispensation?. Secondly, the legal consequence of the 
grant or the refusal of the application for marriage dispensation?  
This study was an empirical or sociological research that was descriptive 
in nature. The types of data used were primary and secondary ones including 
primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used 
were field study and library study; and the technique of analyzing data used was 
the qualitative one with interactive model of analysis. 
The result of research showed that the Pacitan Religion Court’s rationale 
in granting or refusing an application for marriage dispensation was based on the 
evidences filed by the applicant. When the evidence filed was adequate and 
completed according to the Court and there was no kinship or sibling relationship 
and no prohibition to conduct marriage, the Chamber of Judge would have no 
reason to refuse the application. However, when the application was filed by non-
authorized one, the evidence was inadequate, and there was a prohibition to 
conduct marriage, the application would be refused by the Chamber of Judge in 
Pacitan Religion Court. When the application for marriage dispensation was 
granted, the Pacitan Religion Court would release a stipulation mentioning that 
the marriage could be held. And then the applicant would bring the stipulation to 
the local Religion Affairs Office (KUA). Based on such the stipulation, KUA could 
hold the marriage of applicants. Meanwhile, when the application for marriage 
dispensation was refused, there would be no reason to get married until the 
marriage age was fulfilled by the applicants.  
 







Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap  
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan 
ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah 
dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada 
keduanya maka haruslah dengan ilmu 
(HR. ibnu Asakir) 
 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan 
untuk merubah dunia (Nelson Mandela) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat 
(Winston Churchill) 
 
Orang-orang hebat yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakanketika hal itu memang harus 
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak 
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